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Abstrak: Pengelolaan sampah di Kota Semarang menghadapi tantangan kelembagaan 

yang kompleks akibat keterlibatan beragam aktor dengan kepentingan dan kapasitas 

yang berbeda-beda. Studi ini bertujuan memetakan konfigurasi kelembagaan sistem 

pengelolaan sampah dengan mengkaji peran dan hubungan antar aktor formal, 

semiformal, dan informal. Pendekatan kualitatif digunakan, dengan data dikumpulkan 

melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen kebijakan. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berperan 

sebagai aktor formal utama yang bertanggung jawab mengoordinasikan program 

pengelolaan sampah, sementara Bank Sampah dan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 

beroperasi sebagai lembaga semiformal yang secara hukum diakui oleh peraturan 

pemerintah tetapi dikelola secara sukarela dan partisipatif oleh masyarakat setempat. 

Sementara itu, aktor informal, seperti pemulung sampah rumah tangga, pembeli 

keliling, dan pemulung, berkontribusi terhadap sirkulasi bahan daur ulang meskipun 

berada di luar regulasi formal. Koordinasi yang terbatas dan perbedaan kepentingan 

antar aktor menghambat kolaborasi yang optimal. Studi ini menekankan bahwa 

pemetaan kelembagaan berfungsi sebagai langkah awal untuk memahami dinamika 

pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Penelitian lebih lanjut direkomendasikan 

untuk menerapkan kerangka Analisis dan Pengembangan Kelembagaan (IAD) Ostrom 

untuk menganalisis interaksi antara aturan, aktor, dan hasil secara lebih mendalam. 

 

Kata Kunci: Kelembagaan; Pengelolaan Sampah; Bank Sampah; TPS3R; Sektor 

Informal 

 

 

PENDAHULUAN 

Pertambahan jumlah penduduk, gaya hidup berpengaruh terhadap peningkatan volume sampah (1). 

Dengan semakin meningkatnya volume sampah jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pada 

buruknya kesehatan dan kualitas lingkungan (2). Bagi negara maju peningkatan jumlah sampah dapat 

diatasi dengan pendekatan teknologi tinggi dan kuatnya kebijakan (3). Disisi lain, kurangnya infrastruktur, 

rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya sistem pengumpulan dan pemilahan sampah dari 

sumbernya masih dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia (1). Produksi sampah Indonesia 

termasuk terbesar di dunia yaitu dengan 34,797,274.68 ton/tahun pada tahun 2024, dengan sampah terkelola 

32.72 % dan tidak terkelola 67.28% (4). Hal tersebut artinya sampah yang tidak terkelola menjadi ancaman 
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bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungan. Dengan kemampuan yang terbatas, pemerintah tidak 

mampu menangani sendiri dalam melakukan pengelolaan sampah. pengelolaan sampah didefinisikan 

sebagai proses yang meliputi penyimpanan, pengumpulan, transportasi, pemrosesan dan pembuangan akhir 

sampah (2). Oleh karena pengelolaan sampah begitu komplek, hulu ke hilir, keterlibatan pihak lain 

dibutuhkan, seperti swasta dan masyarakat seperti yang tertuang dalam undang-undang nomor 18 tahun 

2008 tentang pengelolaan sampah. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan 

secara individu dan kelompok atau komunitas seperti Bank Sampah dan TPS 3R (tempat pengelolaan 

sampah dengan prinsip reduce, reuse dan recycle). Bank Sampah dan TPS 3R merupakan fasilitas 

pengelolaan sampah yang dikelola oleh masyarakat dan untuk melayani layanan sampah berbasis 

komunitas yang diharapkan mampu membantu pemerintah dalam upaya pengurangan sampah. Keberadaan 

Bank Sampah dan TPS 3R tersebar di seluruh Kota dan Kabupaten di Indonesia yang sampah pada tahun 

2024 berjumlah 50,977 unit Bank Sampah dan 6,869 unit TPS 3R (5). 

Semarang merupakan salah kota di Provinsi Jawa Tengah yang timbulan sampahnya tertinggi 

diantara 35 Kabupaten dan Kota (6).  Selain itu juga semarang juga termasuk 5 kota dengan kebocoran 

sampah plastiks tertinggi di Indonesia (7). Kota Semarang menghadapi masalah kritis pemilahan sampah 

di sumbernya, yang berdampak pada kemampuan kota untuk memanfaatkan kembali dan/atau mendaur 

ulang sampah yang dihasilkan (8). Selain itu juga kegiatan di TPA yang belum optimal dan juga partisipasi, 

kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sampah masih rendah (9–11). Di sisi lain, 

Semarang menghadapi berbagai tantangan fisik karena letak geografisnya sebagai kota pesisir, rawan banjir 

rob, erosi, penurunan tanah, dan naiknya permukaan air laut dan juga kota yang berkembang pesat dalam 

pola yang meluas (11). Tidak terkelolanya sampah dengan baik dan kondisi geografis yang disebutkan 

diatas menjadi ancaman nyata baik bagi masyarakat maupun lingkungan. Keterlibatan kelompok atau 

komunitas telah berlangsung melalui keberadaan Bank Sampah dan TPS 3R namun kontribusinya dalam 

pengurangan sampah masih minim yaitu 8.7 % (12). Hal ini sebabkan oleh ketidak aktifan secara 

operasional dan pengelolaan yang belum baik dari kedua entitas tersebut (13). 

Telah banyak penelitian berkaitan dengan Bank Sampah dan TPS 3R diantaranya adalah Bank 

Sampah dan ekonomi sirkuler (14) peran Bank Sampah dalam pemberdayaan (15) Bank Sampah dan 

kolaborasi (16,17) kapasitas Bank Sampah (18,19), manajemen dan kinerja (20) dan kontribusi Bank 

Sampah terhadap ekonomi warga (21). Namun dari penelitian-penelitian tersebut belum ada yang fokus 

pada kelembagaannya. Kelembagaan menurut North’s adalah batasan yang diciptakan manusia untuk 

membentuk interaksi politik, ekonomi, dan sosial (22), darinya terdiri dari unsur-unsur yang bersifat 

mengatur, normatif, dan kultural-kognitif yang bersama dengan kegiatan dan sumber daya terkait, 

memberikan stabilitas dan makna bagi kehidupan sosial (23). Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan 

kelembagaan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui. Dengan menggunakan kombinasi 

konsep North, Scott dan Ostrom yang melihat kelembagaan sebagai aturan formal, aturan informal, serta 

mekanisme koordinasi dan legitimasi dan pendekatan ini dipilih untuk memetakan struktur dasar 

kelembagaan secara komprehensif.  

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami konfigurasi kelembagaan 

pengelolaan sampah di Kota Semarang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, 

dan telaah dokumen. Sedangkan penentuan informan didasarkan atas peran dalam sistem kelembagaan yang 

meliputi aktor formal yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pelaksana kebijakan, aktor semi-
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formal yaitu pengelola Bank Sampah dan TPS 3R serta aktor informal seperti pengangkut sampah, pembeli 

barang bekas keliling, dan pemulung. Observasi dilakukan untuk melihat praktik operasional dan interaksi 

antaraktor, sedangkan analisis dokumen mencakup regulasi daerah dan pedoman teknis pengelolaan 

sampah. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola peran, relasi, dan aturan yang 

membentuk struktur kelembagaan pengelolaan sampah di Kota Semarang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konstelasi Aktor dan Motif Kelembagaan 

Pengelolaan sampah di Kota Semarang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas 

Lingkungan Hidup (DLH) sebagai lembaga formal, namun juga terdapat aktor lain yang beroperasi dalam 

arena kelembagaan yang kompleks. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap 

DLH, pengelola sampah berbasis masyarakat (Bank Sampah dan TPS 3R) serta aktor informal seperti 

pengangkut sampah rumah tangga dan pemulung. Pemerintah Kota sebagai regulator utama dan DLH 

sebagai pelaksana kebijakan, mengoordinasikan program pengelolaan, dan menerima laporan pengelolaan 

sampah dari Bank Sampah dan TPS 3R dan juga pengepul. Namun, koordinasi antaraktor belum kuat karena 

keterbatasan personil karena cakupan yang luas dan area yang luas, suatu kondisi yang umum terjadi pada 

tata kelola lingkungan di tingkat daerah (24) dan hal ini sejalan dengan literatur mengenai hambatan 

kapasitas kelembagaan dan kompleksitas koordinasi publik (25). Bank Sampah berfungsi tidak hanya 

sebagai pengelola sampah yang dominan anorganik, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan partisipasi 

warga dalam pengurangan sampah rumah tangga ditengah perilaku pemilahan sampah di Indonesia yang 

masih rendah (26).  

Selama ini motif sosial dan lingkungan masih menjadi pendorong utama dari Bank Sampah (27). 

Berbeda dengan TPS 3R yang berperan dalam pengolahan sampah mulai dari pengangkutan sampah dengan 

pengolahan sampah organik dan anorganik. Karena cakupan kegiatan TPS 3R lebih kompleks, biaya 

operasional menjadi tantangan utama untuk keberlangsungannya (28). Keberlanjutan operasionalnya 

terkendala oleh minimnya pelanggan karena masyarakat lebih memilih jasa pengangkut sampah informal 

yang telah beroperasi lebih dulu. Sedangkan pengangkut sampah informal ini hanya melayani 

pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS terdekat tanpa melakukan pengolahan seperti yang 

dilakukan oleh TPS 3R. Para pengangkut ini, bersama pemulung, membentuk sistem pengelolaan paralel 

yang kuat secara sosial namun tidak diatur secara formal. Pengangkut sampah informal ini lebih hanya 

bermotif ekonomi dan hal ini berbeda dengan Bank Sampah dan TPS 3R. Ringkasan pemetaan aktor, peran, 

dan relasi kelembagaannya disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Peran dan relasi kelembagaan 

Aktor Peran Utama Motif Dominan Hubungan Aktor 

Lain 

Kelembagaan 

Dinas Lingkungan 

Hidup 

(Pemerintah) 

Pembinaan teknis, 

monitoring, pengawasan 

Tata kelola 

lingkungan dan 

kepatuhan 

regulatif 

Pembinaan Bank 

Sampah dan TPS 

3R; interaksi dengan 

aktor informal 

masih terbatas 

Formal 

Bank Sampah Pengolahan sampah 

anorganik (dominan), 

edukasi lingkungan 

Sosial dan 

lingkungan 

Melapor ke DLH; 

berinteraksi 

langsung dengan 

warga 

Semi-formal 

TPS 3R Pengumpulan, 

pemilahan, dan 

pengolahan sampah 

organik & anorganik 

Lingkungan dan 

ekonomi 

(keberlanjutan 

operasional) 

Melapor ke DLH; 

bersaing dengan 

pengangkut 

informal 

Semi-formal 

Aktor Informal 

(pengangkut dan 

pemulung) 

Pengangkutan dan 

pemilahan material 

bernilai tanpa izin 

formal 

Ekonomi dan 

sosial 

(kepercayaan 

warga) 

Berinteraksi 

langsung dengan 

masyarakat; pesaing 

TPS 3R 

Informal 

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 

 

Tabel 1. di atas menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang terbagi menjadi 

tiga subsistem: (a) sistem formal yang dijalankan oleh DLH dengan dasar hukum; (b) sistem semi formal 

yang diwakili oleh Bank Sampah dan TPS 3R yang keduanya secara teknis terlibat langsung dalam 

pengelolaan sampah dan agen partisipasi masyarakat mendapatkan pembinaan dari DLH namun sering 

terkendala keberlanjutan operasional; (c) sistem informal yang terdiri dari pengangkut sampah rumah. 

pemulung dan pembeli sampah keliling yang beroperasi berdasarkan norma sosial dan hubungan 

kepercayaan warga. Mereka berjalan paralel tanpa koordinasi yang efektif, sehingga efektivitas kebijakan 

seringkali terhambat oleh ketidaksesuaian antara aturan formal dan praktik sosial.  

 

Kesenjangan Kelembagaan 

Menurut Douglass C. North Institusi terbentuk dari aturan formal (konstitusi, hukum, kebijakan) dan 

aturan informal (norma sosial, kebiasaan, nilai lokal) yang membentuk struktur dan perilaku masyarakat 

(22). Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Semarang, aturan formal diwakili oleh DLH dimana 

kedudukan, kewenangan serta tanggungjawab dalam pengelolaan sampah yang diatur melalui regulasi baik 

nasional maupun daerah seperti Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah dan 

peraturan turunannya. Sedangkan aturan informal dalam hal ini diwakili oleh pengangkut sampah, 

pemulung atau pembeli barang bekas keliling yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang tidak 

memiliki aturan baku dalam kegiatannya, tetapi berperan signifikan dalam aliran material dan ekonomi 

sirkular di tingkat lokal (29). Keberadaan mereka menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota 

Semarang tidak hanya bersifat formal tetapi juga sosial dan ekonomi dimana hubungannya terbentuk 

melalui kepercayaan, jaringan sosial dan mekanisme pasar informal. 

Sementara itu Bank Sampah dan TPS 3R yang berada posisi yang menarik karena berada di tengah 

antara formal dan informal, karena kedua entitas ini diatur melalui Peraturan Kementerian lingkungan 
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Hidup untuk Bank Sampah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum untuk TPS 3R sehingga menjadi bagian 

dari pengelolaan sampah formal. Sedangkan dalam praktiknya, karena dijalankan oleh masyarakat maka 

dalam operasionalnya tergantung inisiatif warga, pastisipasi sukarela serta mekanisme sosial di tingkat 

komunitas (30). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sampah dan TPS 3R banyak menghadapi 

tantangan pada keberlanjutan bukan karena mekanisme kelembagaan namun ketergatungan pada motivasi 

individu atau kelompok. Fenomena ini juga ditangkap dalam studi pada negara-negara ASEAN dimana 

program pengelolaan sampah berbasis masyarakat aktivitasnya sering fluktuatif yang disebabkan oleh 

dukungan kelembagaan yang lemah dan insentif ekonomi (31)  

 

Arena Aksi 

Arena aksi menjadi salah satu bagian penting dari Kerangka Institutional Analysis and Development 

(IAD) dari Elinor Ostrom. Dalam kerangka IAD sendiri menjelaskan bagaimana berbagai aktor berinteraksi 

dalam arena aksi yang dibentuk oleh aturan, sumber daya, dan posisi masing-masing (32). Dalam 

pengelolaan sampah di Semarang, ada arena yang didalamnya terdapat DLH, Bank Sampah, TPS 3R, dan 

aktor informal yang masing-masing memiliki karakter, motif dan cara beroperasi serta tanggungjawab 

berbeda akan tetapi saling memengaruhi dalam pengelolaan sampah baik itu penanganan maupun 

pengurangan. Dengan keterbatasan yang dimiliki pemerintah tentunya pelibatan aktor lain yang diperlukan 

termasuk masyarakat. Dalam beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pada negara berkembang 

pemerintah terkendala keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan pendanaan dalam penanganan 

permasalah sampah (33–35). Dalam bidang pelayanan publik, keterlibatan masyarakat dalam memproduksi 

layanan dikenal dengan co-production (36). Di kota semarang, praktik co-production ini telah berlangsung 

hal ini dapat dilihat keberadaan dan keterlibatan Bank Sampah dan TPS 3R dalam pengelolaan sampah, 

namun keberlangsungnya salah satunya dipengaruhi juga oleh kehadiran aktor informal. Konflik fungsional 

dapat muncul karena aktor informal sering punya keunggulan pada kapilaritas dan biaya rendah, sehingga 

keberadaannya dapat sebagai mitra sekaligus pesaing yang melemahkan aktor semi-formal (37). Terjadi 

persaingan dalam merebutkan sumber daya dalam bentuk sampah bernilai ekonomi bagi Bank Sampah dan 

persaingan dalam mendapatkan pelanggan bagi TPS 3R. aktor informal beroperasi atas dasar ekonomi dan 

tanpa koordinasi dengan pemerintah sedangkan Bank Sampah dan TPS 3R beroperasi atas motif ekonomi 

dan lingkungan dan berkoordinasi dengan pemerintah. Kondisi tersebut mengakibatkan potensi kolaborasi 

yang dapat memperkuat sistem pengelolaan sampah dapat menjadi kompetisi kelembagaan antar aktor, 

khususnya semi-informal dan informal. 

 

KESIMPULAN 

Kelembagaan pengelolaan sampah di Kota Semarang menunjukkan karakter yang bersifat hibrida 

dengan keterlibatan aktor formal, semi-formal, dan informal yang saling terkait namun belum sepenuhnya 

terintegrasi. Pemerintah kota dan Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai institusi formal yang 

mamastikan pengelolaan sampah dapat optimal dan membina lembaga pelaksana. Bank Sampah dan TPS 

3R berfungsi sebagai institusi semi-formal yang menjembatani kebijakan pemerintah dengan partisipasi 

masyarakat, meski masih menghadapi kendala keberlanjutan operasional dan koordinasi. Sementara itu, 

aktor informal seperti pemulung, pembeli sampah keliling dan pengangkut sampah mandiri berkontribusi 

signifikan penyediaan jasa pengangkutan sampah rumah tangga dan juga dalam sirkulasi material daur 

ulang namun belum terintegrasi dalam sistem resmi. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan 

koordinasi kelembagaan dan pengakuan terhadap keberadaan sektor informal agar tercipta tata kelola 
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sampah yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan. Penelitian ini menunjukkan bagaimana pentingnya 

memahami praktik kelembagaan dalam pengelolaan sampah. saran untuk penelitian selanjutnya analisis 

bagaiamana interaksi aktor-aktor tersebut dapat diatur, kerangka Institutional Analysis and Development 

(IAD) dari Ostrom dapat dipertimbangkan sebagai kerangka analisisnya. 
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